
Kont.ak Ke{a Sama

ANTARA

BALAI GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PROVINSI NUSA
TENGGARA BARAT

DENGAN
SMP NEGERI 2 LABUHAN HAJI

NOMOR : KKA.623/87.1s/sI.2.0s/2025
NOMOR :400.3.1o0/o9o/SMP.2/2025

TENTANG
PENGELOLAAN DANA PELATIHAN KODING DAN KECERDASAN ARTIFISIAL

(KKA) BAGI GURU DI
SMP NEGERI 2 LABUHAN HAJI

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh satu bulan delapan taiun dua ribu dua
puluh lima 121-08-2025) diadakan Kontrak Keia Sama pelaksanaan pelatihan
Koding dal Kecerdasal Artifisia-1 untuk Peningkatan Kompetensi Guru dan
Tenaga Kependidikan antara:

1. Nama : Muharnmad Irawan Prasetyo
NIP : 1986061720 14041003
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :Ja1aI Gajahmada No 173 Jempong Baru, Kec.

Sekarbela, Kota Matararn, NTB, Kode Pos 83116

Befindak untuk dan atas nama Balai Guru dan Tenaga Kependidikan (BGTK)
Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Peldidikan Dasar dan Menengai
yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Mispalah, S.Pd.
Jabatan : P1t. Kepala Sekolah
Alamat : Desa Teros, Kec. Labuhan Haji

Bertindak untuk dar1 atas nama SMP NEGERI 2 LABUHAN HAJI yang
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. PIHAK KESATU mewatiLi unit pelaksana teknis di lingkungai Direktorat
Jenderal Guru, Tenaga Kependidika! dan Pendidikan Guru selaku PpK.

2. PIHAK KEDUA merupal<an Kepala/pimpinan SMP NEGERI 2 LABUHAN
HAJI



Sepakat untuk mengadakar Kontrak Kerja Sama tentang Pelaksanaan

Pelatihan Koding dan Kecerdasan Artifisial (Pelatihan KKA) bagl Guru, dengan

ketertuan sebagai berikut:

P:1sal L

Maksud dan Tujuan

(1) Kontrak Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mensinergikan tanggung
jawab bagi PARA PIHAK dalarn mengeiola daia Pelatihal KXA bagi Guru;

(2) Tujuan dari Ko4trak Keia Sama ini sebagai landasan hukum bagi
pengelolaan dana dalam peryelenggaraan Pelatihan KXA bagi Guru.

Ruarg lingkup kontrat kela sama ini meliputi kegiatan:
a. Pembiayaan penyelenggaraan Pelatihar KKA bagi Gur-u;
b. Pemanfaatan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK.

Pasal 3
Bentuk Kerja Sama darr Sasaran

Bentuk kerja sama adalah pengeloiaan dana pelaksanaa]r Pelatihan KKA bagi
Guru melalui pendidikan dan pelatihan dengan target sasaran sebanyak 1

(satu) orang guru.

Pasal 4
Tugas darl Talggung Jawab

{1) PI}IAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:
a. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) PNBP Fungsional Pelatihan

KKA bagi Guru yang terdiri dari komponen biaya pelatihan antara lain
belanja bahan, honor output kegiatai dar belanja jasa profesi sebagai
pembentuk tarif PNBP Fungsional. Komponen biaya. tersebut tidak
termasuk biaya transportasi, akomodasi, da:r konsumsi;

b, menjrusun RAB pembiayaan di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanafl PNBP bagi curu yang meliputi antara lain belanja konsumsi
bagi peserta, penceramah, pengajar dan panitia serta peaa-lanan dinas
dan akomodasi fika diperlukan) bagi penceramah; pengajar dar.r
panitia. Biaya pelatihar di luar komponen PNBP Fungsional atas
layanan PNBP akan disetorkar oleh PIHAK KEDUA ke rekening RPL;

Pasal 2
Ruang Lmgkup



c. membuka rekening pellerimaar PNBP dan rekening RPL yang
digunatan untuk penerimaan setoran sdbagaimana dimaksud pada
pasal 4 ayat {1) huruf a dan b dari PIHAK KEDUA;

d. melakukai proses penyetoran ke Kas Negara atas komponen PNBP
FUngsional dal pengajuan Maksimum Pencairan (MP) serta proses
pencairar/pengelolaal dana PNBP dari PIHAK KEDUA;

e. melakukan pembayaran untuk biaya sebagaimana dimalsud pada
pasal 4 ayat (1) hurufb melalui rekening RPL;

L menyelenggarakan Pelatihan KKA bagi Gum sesuai dengan struktur
program yang telah ditetapkan;

g. menyiapkan darl menyampaikan kuitarsi tanda terima pembayarar
biaya Pelatihan KKA bagi curu kepada PIHAK KEDUA;

h. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pelatihan KKA bagi Guru
kepada PIHAK KEDUA; dan

i. Mengadministrasikan dan menyimpan seluruh bukti
pertanggungjawaba:r pelaksanaan kegiatan Pelatilran KKA bagi Guru.

(2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan talggung jawab:
a. mengalokasikai biaya Pelatihan KKA bagi curu yang meliputi tarif

PNBP Fungsional dan biaya di luar komponen PNBP Fungsional atas
iayanan PNBP sesuai kontrak kerja sama yalg disepakati oleh PARA
PIHAK;

b. melakukal pembayaran komponen pendanaan PNBP fungsional da:r
Komponen di luar PNBP Fungsional kepada PIHAK KESATU melalui
Bendahara Peneriraaan sesuai dengan peraturErn pefl-rndang-
undangan dan ketentuan yang berlaku terkait PNBP kepada PIHAK
KESATU melalui rekening RPL (Kode Virtual Account pembayaran);

c. mengalokasikan dan melakukan pembayaral langsung untuk
transport dan penginapan peserta Pelatihan KKA bagi Gum, sesuai
kebutuhan kegiatan dan ketersediaan anggarar;

d. menerima kuitansi tanda terima pembayarar biaya Pelatihal KKA bagi
Guru dari PIHAK KESATU; dar

e. menerima laporan hasii pelaksanaan Pelatihan KXA bagi Guru dari
PIIIAK KESATU.

Pasal 5
Pembiayaan

{1) Sumber pembiayaan pelaksanaan Pelatihan KKA bagi cum berasal dari
Satuan Pendidikan berasal dari Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler dengan
mekanisme PNBP yarg dikelolh oleh PIHAK KESATU;

{2) Biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana (1) sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) Rp 1.896.500 {Satu Juta Delapan Ratus Sembilar Puluh
Enam Ribu Lima Ratus Rupiah) /orang dengan rinciar sebagai berikut :



a. Biaya PNBP Fungsional Rp 77O 3OO I oralrg

(3) Biaya ;i luar komponen PNBP Fungsional atas layaoan PNBP Rp 1 '726 '2oO

/ oiang. Biaya peLatihan sebagaimara dimaksud pada ayat (2) poin b belum

termasukakomodasidantransportasipesertayangaka.rrditanggungoleh
Dana BOS Kinerja/ BOS Reguler

(4) Besaran total keseluruhan biaya Pelatihan KKA bagi Guru sebagaimana

dimaksud pada pasal 5 ayat (2) adalai Rp 1 896 500 dengan rincian

sebagai berikut :

". 

"ei.y" 
PNBP Fungsiona'l yang akan disetorkar ke kas negara Rp

770.300
b. Biaya di iuar komponen PNBP Fungsional atas layalan PNBP Rp

1 126'200 
Pasal 6

Tata CaJa Pembayaran

lll PIHAK KEDUA waiib memba;zu lunas biaya pelal<sa.naan Pelalihan KKA

''' ;;; e;;J;nguri -eka.tist" PNBP lungsional dan komponen di luar

er,l'ef frrrg"io.tA kepada PIHAK KESATU melalui transfer ke rekenlng

bendahara dengan rincial sebagai berikut:
Kode VA pembayaran : Terlampir pada sistem
Rank : Mandiri

(2) PIHAK KESATU akan melakukan penyetoran ke kas negara melalui

rekening RPL atas komponen PNBP Fungsional'
ref Pl;ilv;r"" 

"ebagaimana 
dimatsud pada ayat (1) darr (2) dilakukar paling

lambai hari ke 3 (riga) saat IN I berialan:
l4i PTHAK KESATU akan mengembalikan sisa dana Pelatihan KKA bagi Guru
' ' p"a" t"t1"r.g RPL fika ud^) kt tL" Negara pada athir pelaksaraan

pelatihan.

Pasal 7
Ketentuan Pajak

Pembayaral pajak yang diakibatkan oleh pelaksanaan Kontrak Kerja Sama ini

sesuai dengan ketentuan peratura! perundaig-undangan'

Pasal B
Jangka Waktu

Kontrak Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh PARA

i,ruar<'""-p!i a""gar 10 (sepuluh) hari kerja setelah pelaksanaan tN 2 selesai.

Pasal 9
Sanksi



Apabila PARA PIHAK tidak melaksanakan kewajiban yang diatur pada kontrat
kerja sa'].na ini, mata a1<an diberikal sanksi sesuai ketentuan peraturan
perundarg-undangan.

o""u""'' *ffi,11.1% e Majeure)

(1) Yang dimaksud keadaan kahar lForce Majeurej adaloh peristiwa seperti:
bencaaa alam (gempa bumi, tanah longsor, banjir), kebakarar, perang,
huru hara, pemogokan, pemberontakan, dan epidemi yang secara
keseluruhan ada hubungan lalgsung dengan penyelesaian kegiatan.

(2) Apabila terjadi keadaal kahar (Force Majeure) sebagaimala dimaksud pada
ayat (1) maka piha& yang terkena keadaan kahar (Force Majeure)
wajib memberitahukal kepada piha,k lain disertai surat keteralgan yang
mendukung terjadinya keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

Pasal 11
Penyelesaian Perselisihan

Segala perseLisihar yang timbul akibat pelaksanaan Kontral< Kerja Sama ini
yang langsung mempengaruhi pelatsanaan Kontral< Kerja Sama maka PARA
PIHAK akan menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 12
Pemberitahuan

Setiap pemberitahual yalg berhubungal dengan kontrak ini wajib diberikal
secara tertulis oleh PARA PIHAK dengan alainat sebagai berikut:

PIHAK KESATU
BCTK Provinsi Nusa Tenpgara Baral/'"

,/

PPK PLT. KEPALA SEKOLAH
Jalan Gajahmada No 173 Jempong JL. RAYA LABUHAN HAJI, DESA
Baru, Kec. Sekarbela, Kora l\4ataram LABUHAN HAJI
No Telp (0370) 620870 Oa1917739725
Surel: bgtknth@,l<emendikdasmen. go.id smpn2lbhaji@grnail.com

Setiap perrrbahan dan penggatltian dari alamat-alamat tersebut di atas,
wajib diberitahukan sec€Lra tertulis oleh pihak yang satu kepada pihak
yar-rg lain.

PIHAK KEDUA
SMP NEGERI 2 LABUHAN HAJI



Pasal 13
Lain{ain

(1) PARA PIHAK harus memastikan jumlah peserta sasaran yar1g atajl
mengikuti Pelatihan KKA.

(2) Apabila sasaran yang mengikuti Pelatihan KKA berkurang dari target
dengan alasan apapun setelah dana PNBP fungsional disetorkan ke Kas
Negara, maka biaya yarlg telah dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat
dikembalikan dan diakui sebagai pendapatan Negara.

Pasal 14
Penutup

Kontrak Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli pada kertas bermeterai
cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yalg
sarna bagi PARA PIHAK.

Labuhan Haji, 21 Agustus
2025

PIHAK KF]SATU

Muhammad Irawan Prasetyo
NiP198606 r720 1404100s

DUA

PAI-AH, S,PC1

NlP r 975110520001 22006


